
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan
bersih dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan
sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke
hilir;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah secara
komprehensif dan terpadu, perlu dibuat peraturan
mengenai pengelolaan sampah agar memberikan
manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan
aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku
masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat
(2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat
(2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat
(4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu
diatur dengan Peraturan Daerah;

d bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang
Kebersihan Dalam Daerah Kotamadya Tingkat II
Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf
c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
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3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman
Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

5. Walikota adalah Walikota Padang.

6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
lurah.

8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah
kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.

9. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.

10. Produsen adalah adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang
menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan
kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan
menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses
alam.

11. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia.

12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-
hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah
organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak
berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman,
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah.

16. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luara
kawawsan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan;

17. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel,
perkantoran, restoran dan tempat hiburan;

18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang
telah memiliki izin usaha kawasan industri.
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19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan
untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar
budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan
pengembangan teknologi tinggi.

20. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse, recycle)
yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran
ulang skala kawasan

22. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.

23. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di
TPA sampah.

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.

27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan
kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak
lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

28. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.

29. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

30. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut
BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
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31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di sebut
Amdal adalah kajian mengenai dampak yang penting suatu usaha dan
/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan / atau kegiatan.

32. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan hidup,
yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha dan /atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilankeputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan /atau
kegiatan.

33. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut
dengan SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi
kegiatan tidak wajib A dan /atau tidak wajib UKL/UPL.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab;

b. berkelanjutan;

c. manfaat;

d. keadilan;

e. kesadaran;

f. kebersamaan;

g. keselamatan;

h. keamanan; dan

i. nilai ekonomi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk :

a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
dan

b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a. Sampah rumah tangga; dan

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
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